
KEPUTUSAN MENTERI TERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

KIPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL

NOMOR Kf,P. 8O /M.PPN/HK/Oa/2011
TfNTANG

PXNGELOLA INTORMASI DAN DO KLIMINTASI

DI Kf,.MEN'ITRIAN PER.ENCANAAN PEMBANGLNAN NASIONAI,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

)lenhri Perencanaan Pembangunan Nasional /

Kepala Badrn Perelcanaan Pembangunan National

MENfi RI Pf, RINCANAAN PIMBANCIINAN NASIONAL,/

KEPAI-{BADANPIRINCANAA^*PXMB.d\GtJNAN^-ASIOI\-AL,

Men8i,lgat

a. bahwa dalam rangka nlelrberiLa layanah infornlasi kepada

publik dengan cepat. tepat $ai.tLr, biaya ringan, dan cam

sedefharta di (cnlenterian Perencanaar Pembangunan

Nasional/Bada Pel€ncanaan l'eftl)an8unan N"asional

sebal4ainuna yan8 dianranatkan oleh Llhdan8 Undang Nonrot

14 Tahull 2008 tentanS Keterbukaan Iillblmasi tlblik. perlu

dibentuk Pengelola lnfbl nusi dan t)okumcntasi di Keihenterian

Percttcanaan Pen]bangilnan l{asional/Badan Pelencalaan

Penlbangunan Nasional;

b. ballwa pqlabat dan peSau'ar yang tercantunr dalanl L rtpimn
(eputusan ini diafl88ap mantpu dan menlenuhi persyaratan

untuk duduk dan melaksatakan tuSas s.baSai Pcngelola

lnibrnusi dan Dokumentasi Ci Kemcnterian ['erencana.an

Penrbangunan Nasional/Badan Perenca aan PctrhanSunall

Nasiohal:

Undang tlndarlS Nonlor 14'fditl,n 2008 telltan8 Ketclbllkaall

tfltbrnusi Publik (t nrbalalr Nc5e.ir Reprtblik Indonesia Tahnn

2oo8 N()mor' 61, Tallrbahan i-crrba,an Negara Rcpublik

Indonesia N"ornor 4846) :

Meninll)ar1.g

:. l'eraturan ...



Menetapkan

PIRT.q.\'LA

KIt)UA

2. Peraturan Pemerintah Republik lfldonesia Nomor 61 Tahun

2010 tentanS PelaksalaaE Undang Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 82 Tahun 2007

tentanS tladan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahur. 20Og

tentang Pembentukan dan OrSafliMJi Kementerian NeSara;

5. Keputusar Presiden Republik Nomor 84lP Tahun 2009 tentang

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu ll Periode 2OO9-ZOl4:

(;. Peraturan Menteri NeSara Perencaluan PenlbanSunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER.oOs/ M.PPN/ I0l2007 tentanS or8anisasi dan Tata

Kerja Kementerian Ne8ara Perencanaan PernbanSunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MXMUTL]SKAN

Membentuk PeflSelola Informasi dan Dokumentasi di Kemente an

Perencanaan PenlbanSuilan Nasional/Badan Pcrcncanaan

PenlbanSunan Nasional, dengan susunan keans8otaan

sebaSainrana lercafltuI1l dalaft Lampiran I Keputusan ini.

Struktur PenSelola Infontasi dan Dokumentasi di Kementerian

Perencanaa Penlban8unan Nasional/Badan Perchcanaan

Nasional tercantun dalam Lampiran ll Keputusan ini.

Pengelola Infornusi dan Dolnmehtasi Kenlenterian PPN/Bappenas

lerdiri atas PenSarah, Tinl Peilinlban8an Pelayanan lnfornlasi, dan

Pejabat Pengelola lnfbrtusi dan Dokumentasi.

Kf,PUTUSAN MENTERI Pf,RENCANA N Pf,MBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERDNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TI.NIANG PENCEI,OLA INTORMASI DAN

DOKT-IMXNTASI DI KEMENTERIAN PERINCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERXNCANAAN

PT]MBANCUNAN NASIONAL.

KITICA

KE[MPAT



-3-

Kt]EMPA'I'

KI],IMA

KEENAM

KETUJUII

Pergarah bertugas memberikan arahall kebijakan dan menuntau

kemajuan s€rta memberi saran pelakanaan pengelolaan informasi

dan dokunrentasi.

Tim Pertirnbaflgafl Pelayaran lnformasi bertugas:

a. memberikan masukan kepada Pejabat PenSelola Infornusi dan

Dokuflrentasi dalam proses seleksi, penSujian, dan

pen3kategorian informasi;

b. mentasilitasi dan menyediakan data dan infonrusi unit

kerjanya masing-masin8 kepada Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokuhrentasi; dan

c. memberikan nrasukan kepada Pejabat PenSelola Inf'ormasi dan

Dokumentasi terkait dehgan peilSelolaan informasi dan

dokurnentasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuftefltasi befwenang untuk:
a. merefl canakafl , mengorj{anisasikan, melaksanakan, nlenSawasi,

dan nrenSevaluasi pelakianaan kcgiatan lxnSelolaah dan

informasi dan dokumentasi di Kenrcnterian PPN/Bappenas;

b. melakukan koordinasi dengafl pihak terkait dalam penSclolaan

informasi dan dokumentasi; dan

c. mewakili Kenlentelian Percncanaan Penbangunan

Nasiolul/Badan Perercahaan Penrbangunan Nasional dalam

menyampaikan infornusi kepada publik.

Pejabat PenSelola Informasi dan Dokumentasi bertuSas :

a. nenyusun Standatd operating fftr:edurc (SoP) yanS akan

ditetapkan oleh Menferi PPN/Kepala Bappeflas;

b. rhenSunlpulkan dan nlenSidentifikasi informasi dari seluruh

unit kerja di Kementerian Perencahaan PembanSunan

Nasional/Badan Per€ncanaan PembanSunafl Nasional;

c. melakukan seleksi, menguji, dan memilah, dan fteflentukan

aksesibilitas infornusi;

d. mehSolah, menata, dan nrcnyimpan informasi;dan

e. melaksanakan tuSas lain yang diperlukan dalam pen3elolaan

infolrrlasi dafl dokunrenlasi.

Sekletariat bertugas:

a. ruembantu mcngumpulkan dan mengidentifikasi informasi

da|i seluruh unit kerja di Kemerterian Perehcanaan

XIDEI,APAN

Pe11lban8unan



IiESE]I{BILAN

KISETULUH Keputusafl ini nlulai berlaku pada tanSSal ditetapkan.

PembanSunah Nasional/Badan Perencanaan Pembanguhan

Nasional;

b. membantu menyeleksi, nlenguji, dan mcmilah, dan

mencntuk.rn aksesibilitas inforrnasi;

c. mcnrbantu nrcflSolah, rrrenata, dan menyimpan inforrnasi; dan

d, rnenlbantu nrelaksanakan tugas lain yanS diperlukan dalam

pengelolaan infolrnasi dah dokuuentasi.

sf-gala bi^ya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan kepada Anglalan Pend^palan dan Belanja NeSara

Kcmenterian Pereflcanaan Pembafi8unan Nasional/Badan

Perencanaan PembanSunan NaJional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tar.g$ l 16 A8ustus 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA],/

&rrpera raolN TTRf,NcANA N rEMBANGUNAN NAsloNAL,

Q,
ARMIDA S. AIISJAHBANA

Ternbusn keoada Yth.:

1. Para Pejabat Eseton I dan Peiabat Eselon II, Kementerian PPN/Bappenas;

2. X,antor Perbendaharaan NeSara Wilayah Jakafta II;

3. Pejabat Pembuat Konritmen (PPK) DukunSan Manajemen II, Setmen PPN/Settanra,

Bappenas;

4. YanS bersangkutan.



PI:NGELOLA IMOR-IVLA.S| l)AN DOKUMINTAST

DI Kf,MXNTf,RIAN PT]RENCANAAN TI.MBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERXNCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAI,

LAMPIRAN I
Kf,PUTUSAN MDNTTR.I PPN/Kf,PALA BAPPENAS

NOMOR KEP . 80 /M.??N/HR/O8/2011
TANGGAL 16 AGUSTUS 2011

l Mente PPN/Kepala Bappenas;

2. Wakil Menteri PPN/Kepala Bappehas.

l Sekretaris Kementerian PFN/

Sek(etaris Utama Bappenas;

2. Deputi BidanS Suntber Daya Manusia dan

Kebudayaan;

3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Perlahanan,

dan Keamanan;

4. Deputi BidanS Kemiskinan,

KetenaSakerjaan, dan Usaha Kecil dan

Menengah;

5. Deputi Bidang Ekonomi;

6. Deputi BidanS Sunlber Daya Alam dan

Lin8kun8an Hidup;

7. Deputi Bidang Sarana dan Pfa^sarana;

8. Deputi BidanS PenSembanSan Regionaldan

Otoflomi Daerah;

9. Deputi BidanS Pendanaan PembanSunah;

10. Deputi BidanS Evaluasi Kinerja

Penrbangunan;

I l.lnspektur Lrtanu.

I. PTJNCARAH

II. TIM PERTMBANGAN

PELAYANAN INTORMASI

l . PEJAITAT



IV. SEKRETARIAT

A. KETUA

B. ANGGOTA

III. PUABAT IENGELOLA

INTORMASI DAN DOKUMENTASI

ANCGOlA

Kepala Biro Hunlas l)afl Tata Usaha fimpinan.
1. Kepala Biro Hukum;

2. Kepala Pusat Data dan Informasi

Perencanaan PembanSunan;

3. Kepala Biro Sunlber Daya Manusia;

4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan

Tata Lakanal
5. Kepala Birc Umum;

6. Kepala Pusat Pembinanaan, Pendidikan dan

Pclatihan Perencana;

7. Direktur Politik dan Konunikasi.

Kepala Bagian HubunSan Masyarakat.

1. Kepala BaSian Administrasi Pimpinan;

2. Kepala Bagiafl Persidangan dan Prctokol;

3. Kepala BaSian Pengembangan Hukum dafl

lnformasi Hukum;

4. Kepala Bagian PenSelolaah Data dan

lnformasi!

5. Kepala BaSian Percncanaan dan Mutasi;

6. Kepala BaSian Or8anisasi dan Tata l-aksana;

7. Kepala Ba8iafl Keuangan;

8. Kepala Bidang lnformasidan Layanan

Perencalra;

9. Kepala Sub Direkforat Komunikasi dan

lnfol'masi Publik.

ARMIDA S. AI,ISIAHBANA

MEN'ITRI PERf,NCANAAN P'MBANGUNAN NASIONAL/

a KrPAI BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

/.tt
t--4 /.



LAMPIRAN II

KXPUTUSAN MXNTf,RI PPN/KEPAI"A BAPPENAS

NOMOR K.EP. /M.WN/HK/Oa/2011
TANGGAI AGTISTUS 2O1I

STRUKTUR PENGILOLA INTORMASI DAN DOKUMENTASI

DI KEMXNTf,RIAN PERENCANAAN PEMBANGT'NAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

TENCAR,\I I

TIM PERTIMBANGAN PI]LAYANAN
INfOR \,lASl

PEJABAT PENGELOLA INT'ORMASI DAN
DOKUMENTASI

SEKRETARIAT

MENTf, RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

ft rupeLe seoAN TDRENCANAAN LTNAN NASIONAL,

/

ARMID  S. ALISJAHBANA


